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 BAB III 
Hasil Penelitian Dan Pembahasan 
A. Kasus Posisi
Sebelum masuk pada analisis terhadap permasalahan dalam tulisan ini, 
penulis akan terlebih dahulu menguraikan duduk perkara permasalahan ini 
sebagaimana berikut. Penulis disini melakukan perbandingan antara Putusan 
Pengadilan Negeri No. 203/Pdt.G/2001/PN.Mlg yang di kuatkan Pengadilan 
Tinggi No. 614/Pdt.Sby tetapi dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam 
Putusan Kasasi No. 2332K/Pdt.2003 dalam perkara waris. Peneliti disini akan 
membandingkan putusan tersebut dengan di tinjau dari pemenuhan aspek 
kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum.  
Dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang memenangkan para 
Penggugat dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya menguatkan Putusan 
Pengadilan Negeri Malang. Artinya Penggugat dinyatakan sebagai Ahli waris 
yang sah atas obyek yang disengketakan. Lain sebaliknya, Putusan Kasasi 
justru memenangkan para Tergugat dan menyatakan Tegugat adalah sebagai 
ahli  waris yang sah menurut hukum sekaligus membatalkan Putusan 
Pengadilan Tinggi Surabaya maupun Putusan Pengadilan Negeri Malang. 
Untuk mengetahui tentang pokok perkara secara komperhensif maka akan 
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 Pada tahun 1930 di jalan Panglima Sudirman No.87 kelurahan 
rampal, kecamatan klojen, kota malang, hiduplah seorang lak-laki 
bernama Van Der Plas yang mempunyai 2 (dua) orang istri, istri pertama 
bernama Sainem dan istri keua bernama Ngatemi. Pernikahan Tuan Van 
Der Plas dngan istri yang pertama (Sainem) dikaruniai seorang anak 
perempuan bernama Minatoen meninggal dunia pada tanggal 2 februari 
1985 pun demikian dengan istri kedua (Ngatemi) dikaruniai seorang anak 
laki-laki yakni Van Selen meninggal dunia pada tanggal 9 desember 1999. 
Minatoen menikah dengan seorang laki-laki bernama Soeratman 
dan tidak mempunyai keturunan sehingga mengangkat anak laki-laki 
bernama Agus Soekatoen. Sedangkan Van Selen menikah dengan 
Mudjiati dan mempunyai 5 (lima) anak masing-masing bernama Ngatini, 
Anik Murti, Insani, Sih Sudarwati, Winarti. 
Tuan Van Der Plas meninggalkan harta benda/warisan berupa tanah 
dan kebun kopi/kelapa (Percil IIA D.I) dan sebidang tanah diatasnya 
berdiri bangunan rumah yang terletak di Desa Sumbermanjing Wetan, 
Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, yang kemudian 
harta tersebut dikuasai, dikelola dan dimiliki oleh Minatoen. 
Setelah meninggalnya Minatoen harta tersebut Persilnya telah 
diganti oleh Soeratman dari atas nama Minatoen menjadi Soeratman tanpa 





menurut hukum dari Van Selen, hal tersebut sudah jelas termasuk 
perbuatan melawan hukum. Kemudian setelah meninggalnya Soeratman 
harta tersebut diwariskan kepada Agus Soekaton.  
Kemudian setelah meninggalnya Agus Soekaton harta tersebut 
diatas telah dikuasi, dikelola dan dimiliki oleh istri dan anak anak Agus 
Soekaton yang masing masing bernama, Niniki Sini lestari sebagai istri 
Agus Soekaton, Eko Hikmawan, Dwi Prasetyo, Rahmawati dan Hery 
Soenarto merupakan anak-anak Soeratman. 
Perlu diketahui Hukum yang berlaku pada perkara ini merupakan 
Buergerlijk wetboek (BW) dikarenakan Pewaris merupakan keturunan 
belanda selain itu hal ini terjadi sebelum kemerdekaan indonesia yang 
mana hal ini pada saat itu hukum yang berlaku adalah Buergerlijk wetboek 
(BW).    
Mengenai perkawinan Van Der Plas dengan Sainem (Nenek 
Tergugat) merupakan perkawinan yang sah menurut hukum, perkawinan 
tersebut telah diakui dan tidak  dibantah oleh semua pihak termasuk Para 
Penggugat, status anak yang dilahirkan dari hubungan Van Der Plas 
dengan Sainem (Nenek Tergugat) merupakan anak yang sah menurut 
hukum karena merupakan hasil dari perkawinan yang sah dan telah diakui 
oleh semua pihak dengan demikian anak tersebut yang bernama Minatoen 





lain anak tersebut (Minatoen) merupakan ahli waris yang menurut hukum 
atas harta peninggalan orang tuanya.  
Lain hal nya dengan perkawinan Van Der Plas dengan Ngatemi 
(Nenek Penggugat) yang perkawinannya yang ditentang kebenarannya 
oleh Para Tergugat dan dianggap tidak pernah terjadi dikarneakan tidak 
mungkin orang barat belanda  yang menurut hukum tunduk pada BW 
seperti Van Der Plas dapat menikah dengan dua orang perempuan, 
berhubung dengan larangan dalam hukumk perdata (pasal 27 BW), yang 
In casu  melanggar hukum pidana (pasal 279 WvS Hindia Belanda kini 
KUHP), andaikan terbukti dilakuikan, maka perkawinan itu batal demi 
hukum. Selain itu tidak ada bukti yang menyatakan bahwa telah terjadi 
perkawinan antara Van Der Plas dengan Ngatemi (Nenek Penggugat), 
Ngatemi merupakan pembantu rumah tangga Van Der Plas, apabila 
Ngatemi melahirkan anak akibat dikumpuli oleh tuannya (Van Der Plas) 
maka anak tersebut yang In Casu merupakan anak zinah yang menurut 
hukum Buergerlijk wetboek (BW) (pasal 867 ayat 2) bukanlah ahli waris 
dikarnekan tidak adanya perkawinan orang tuanya dengan Van Der Plas 
pewaris.  
Para Prinsipal (Identitas Penggugat dan Tergugat) 
1. Pihak Penggugat :  
Ngatini, bertempat tinggal di Desa Sawahan, Keacamatan Turen, 





Murti, bertempat tinggal di Desa Harjokuncaran, Kecamatan 
Sumbermanjingwetan, Kabupaten malang yang kemudian disebut sebagai 
Penggugat II; Insani, bertempat tinggal di Desa Malasan, Kecamatan 
Tegal, Kabupaten Probolinggo yang kemudian disebut sebagai Penggugat 
III; Sih Sudarwati; Winarti, keduanya sama bertempat tinggal di Desa 
Harjokunccaran, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang 
yang kemudian keduanya disebutt sebagai Penggugatt  IV dan Penggugat 
V, atau dalam hal ini disebut sebagai Terbanding. 
2. Pihak Tergugat : 
Ninik Sini Lestari alias Ny. Agus Soekaton yang disebut sebagai 
Tergugat I, Eko Hikmawan disebut sebagai Tergugat II, Dwi Prasetyo 
disebut sebagai Tergugat III, Rahmawati disebut sebagai  Tergugat IV, 
Hery Soenarto disebut sebagai Tergugat V, kesemuanya sama bertempat 
tinggal di Desa Sumbermanjingwetan, Kecamatan Sumbermanjingwetan, 
Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding. 
Dalam hal ini para Penggugat menggugat para Tergugat  atas 
tuduhan perbuatan melawan hukum (PMH) karena telah menempati, 
mengelola dan menguasai harta peninggalan saudari orang tuanya 
(Minatoen) yang berupa tanah dan kebun kopi/kelapa dan sebidang tanah 
diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Desa Sumbermanjing 





terseut sebelunya diketahui sebagai harta warisan dari nenek Penggugat 
(Van Der Plas). 
a. Hubungan hukum antara penggugat dan tergugat 
Di Jalan Panglima Sudirman No. 87,  Kelurahan Rampal, 
Kecamatan Klojen, Kota Malang, pernah hidup tuan Van Der Plas 
(almarhum) dengan dua istri masing-masing istri pertama bernama 
Sainem (almarhum) mempunai satu orang anak perempuan bernama 
Minatoen (almarhum) meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 1985 
sedangkan istri kedua bernama Ngatemi (almarhum)  mempunyai satu 
orang anak laki-laki bernama Van Selen (almarhum) meninggal dunia 
pada tanggal 9 Desember 1999. 
Penggugat merupakan anak-anak dari Van Selen dan menyatakan 
bahwa orang tuanya (Van Selen) adalah anak dari Van Der Plas dengan 
Mudjiati (almarhum)  yang kemudian disebut sebagai pewaris.Tergugat 
merupakan istri dan anak-anak dari Agus Soekaton (almarhum), Agus 
Soekaton merupakan anak angkat dari pasangan Soeratman dengan 
Minatoen (almarhum), bahwa Minatoen adalah anak dari Van Der Plas 
dengan Sainem (almarhum). 
Harta yang berupa tanah dan kebun kopi/kelapa dan sebidang 





Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten 
Malang, yang kemudian dikuasai, ditempati dan digarap oleh Tergugat 
seharusnya menjadi milik Penggugat dikarenakan Penggugat sebagai ahli 
waris pengganti yang sah menurut hukum atas harta peninggalan saudari 
orang tuanya (Minatoen) sedangkan Tergugat hanya sebagai anak angkat 
dari saudari ayahnya (Minatoen).  
Orang tua angkat dari suami Tergugat (Soeratman) telah 
meakukan tindakan perbuatan melawan hukum dikarenakan telah 
merubah Persil No. 35 D.II dan No. IIa D.I dari atas nama Minatoen 
menjadi Soeratman (almarhum) yang sekarang dikuasai, ditempati dan 
digarap oleh para Tergugat.  
b. Gambaran Pokok Sengketa  
1. menurut Pendapat Penggugat 
Harta yang berupa tanah dan kebun kopi & kelapa dan sebidang 
tanah diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Desa 
Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten 
Malang ,yang pada saat ini dikuasai oleh para Tergugat merupakan harta 
peninggallan dari nenek Pengguggat (Van Der Plas) yang kemudian 
diberikan kepada saudari dari orang tua Penggugat (Minatoen), yang pada 





Atas tindakan para Tergugat dengan menguasai, menempati dan 
mengelola harta peninggalan nenek Pengguggat (Van Der Plas) yang 
kemudian diberikan kepada saudari dari orang tua Penggugat (Minatoen) 
secara sepihak merupakan perbuatan melawan hukum serta menimbulkan 
kerugian bagi para Pengugat dikarenakan para Tergugat yang seharusnya 
menguasai, menempati dan mengelola obyek sengketa yang terletak di 
Desa Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, 
Kabupaten Malang tersebut, disebabkan para Penggugat merupakan 
pewaris pengganti yang sah mmenurut hukum atas harta peninggalan dari 
nenek Pengguggat (Van Der Plas) yang kemudian diberikan kepada 
saudari dari orang tua Penggugat (Minatoen), yang berupa tanah dan 
kebun kopi/kelapa dan sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan rumah 
yang terletak di Desa Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Sumbermanjing 
Wetan, Kabupaten Malang. 
Selain itu orang tua angkat dari suami Tergugat (Soeratman) telah 
merubah Persil No. 35 D.II dan No. IIa D.I dari atas nama Minatoen 
menjadi Soeratman (almarhum) yang sekarang dikuasai, ditempati dan 
digarap oleh para Tergugat. Akibat dari perbuatan Soeratman tersebut 
sudah jelas merupakan perbuatan melawan hukum atas hak-hak para 
Penggugat yang kemudian menimbulkan kerugian bagi para Penggugat. 





Harta yang berupa tanah dan kebun kopi & kelapa dan sebidang 
tanah diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Desa 
Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten 
Malang ,yang pada saat ini dikuasai oleh para Tergugat merupakan harta 
peninggallan dari Soeratman.  
Soeratman tidak melakukan Perbuatan melawan Hukum 
dikarenakan obyek sengketa yang berupa tanah dan kebun kopi & kelapa 
dan sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di 
Desa Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, 
Kabupaten Malang , didapatkan dari hasil jual beli antara Soeratman 
dengan dua orang masing-masing bernama Sri pada 19 Agustus 1938 dan 
Sarni pada 30 Maret 1939. 
Berdasarkan hal tersebut diatas maka Para Penggugat tidak 
mempunyai hak atas obyek sengketa dikarenakan Para Penggugat tidak 
mempunyai hubungan hukum dengan Para Tergugat.  
c. Replik & Duplik 
1. Replik Penggugat sebagai berikut : 
Para Tergugat tidak berhak atas obyek sengketa yang berupa tanah 
dan kebun kopi/kelapa dan sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan 
rumah yang terletak di Desa Sumbermanjing Wetan, Kecamatan 





bukan anak kandung dari Minatoen dan Soeratman melainkan hanya anak 
yang dipelihara. 
Selain itu Setelah meninggalnya Minatoen (alm) telah terjadi 
rekayasa, manipulasi dan pemalsuan yang dilakukan oleh Soeratman (alm) 
dengan cara merubah No. Persil No.35 D.II dan Persil No. IIa D.I dari atas 
nama Minatoen menjadi atas nama Soeratman, atas perbuatan Soeratman 
yang telah merubah, merekayasa dan memalsukan No. Persil dan telah pula 
menguasai, menempati dan menggarap obyek sengketa tersebut di atas, 
tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat dikualifikasi sebagai 
Perbuatan Melawan Hukum . 
Dikarenakan Soeratman sudah meninggal, maka Para Penggugat 
melakukan gugatan kepada Para Tergugat  atas perbuatan Soeratma 
tersebut yang merubah Persil dari atas nama Minatoen menjadi Soeratman. 
Sebab Para Tergugat merupakan istri dan anak anak dari anak angkat 
Soeratman (Agus Soekaton) yang saat ini menguasai, mengelola dan 
menempati obyek sengketa. 
2. Duplik Para Tergugat sebagai berikut : 
Dengan adanya replik dari Para Pnggugat maka Para Tergugat  
melalui kuasa huukumnya memberikan bantahan melalui duplik sebagai 
berikut. 
Agus Soekaton merupakan anak angkat dari Soeratman dengan 





dikarenakan orang tua angkatnya tersebut menghibahkan obyek sengketa 
kepada Agus Soekaton. 
Obyek sengketa yang berupa tanah dan kebun kopi/kelapa dan 
sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Desa 
Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten 
Malang awalnya sudah atas nama Soeratman dan bukan atas nama 
Minatoen seperti apa yang telah diungkapkan oleh Para Tergugat. Itu 
terbukti dengan adanya jual beli antara Soeratman dengan 2 (dua) orang 
masing-masing bernama Sri pada 19 Agustus 1938 dan Sarmi pada 30 
Maret 1939 (berdasarkan bukti T.1 dan T.2). 
d. Alat-Alat Bukti 
1. Alat Bukti Penggugat 
Dalam hal untuk menguatkan dalil-dalil Para Penggugat, maka Para 
Penggugat melampirkan alat-alat bukti sebagai berikut:  
Salinan ketetapan Pengadilan Agama Malang tertanggal 7 
November 1985; Kartu keluarga atas nama Van Selen No: 
01438/07/04/2010/1990; Fotocopy buku leter C desa sumbermanjing wetan 
no. 173 atas nama Soeratman P. Sumijati; Surat pernyataan tertanggal 15 
maret 1990 dari kepala desa Hardjokuncaran yang menyatakan obyek 
sengketa dimiliki oleh Soeratman dan Minatoen; Surat keterangan 
kematian Minatoen tertanggal 17 september 1990 No. 





tertanggal 09-12-1999 N0. 26/XII/DS/99 dan yang terakhir adalah surat 
keterangan dari  Balai Harta Peninggalan (BHP) Malang tertanggal 9 mei 
1973 yang menyatakan bahwa sanya   
2. Alat Bukti Tergugat 
Selain Para Penggugat yang melampirkan alat-alat bukti, Para 
Penggugat juga melampirkan alat-alat bukti untuk 
meneguhkan/mempertahankan dalil-dalil bantahannya di peridangan yang 
berupa : 
Perjanjian jual beli tanah serta keterangan jual tanah dan rumah 
tertanggal sumbermanjing wetan 30 maret 1939 antara Soeratman dengan 
Srie pada 19 agustus 1938 dan Sarmi 30 maret 1939; keterangan dari 
kepala desa sumbermanjing wetan tangal 24 oktober 1970 yang 
menyatakan bahwa obyek sengketa memang atas nama Soeratman; Surat 
pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun 2000 No. 35.73.020.008.005-
0238.0/00-01 atas nama wajib pajak Agus Soekaton; Fotocopy sertifikay 
hak milik No. 259 surat ukur No. 93 tahun 1953 atas nama Soeratman; 
Akta Hibah No. 277/1986 tanggal 8 november 1986 di buat notaris Eko 
Handoko Widjaja, SH yang mana dalam hal ini Soeratman menghibahkan 







e. Putusan Pengadilan Negeri Malang Perkara No. 
203/Pdt.G/2001/PN.Mlg 
 
Dalam perkara ini, Hakim Pengadilan Negeri Malang memutuskan 
mengabulkan gugatan para Penggugat dan menolak eksepsi dari Para 
Tergugat. Kemudian Putusan Pengadilan Negeri No. 
203/Pdt.G/2001/PN.Mlg dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi No. 
614/PDT/2002/PT.SBY.  
Pertimbangan Hukum Majelis Hakim PN Perkara No. 
203/Pdt.G/2001/PN.Mlg 
Dalam Pokok Perkara : 
Setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Para Penggugat secara 
seksama yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Para 
Penggugat merupakan Ahli Waris Pengganti dari Van Selen terhadap 
neneknya Van Der Plas. Sesuai bukti-bukti dipersidangan khusus bukti 
Penggugat P-1,P-2,P-3,P-4,P-5,P-6,P-7,P-8,P-9 yang berupa surat 
keterangan waris serta Penetapan Pengadilan Agama Malang, Kartu 
Keluarga, ditambah pernyataan Tuan Rahardjo dan surat kematian Van 
Selen di mana semasa hidupnya telah menikah dengan Mudjiati dan 
seterusnya mempunyai anak: 1. Ngatini, 2. Anik Murti, 3. Insani, 4. Sih 
Sudarwati dan 5. Winari, dan hal tersebut telah dikuatkan pula oleh 
keterangan para saksi baik saksi dari Penggugat maupun dari saksi 






Pada jaman sebelum Kemerdekaan bahwa di Sumbermanjingwetan 
telah hidup seorang Belanda bernama Van Der Plas dan telah kawin 
dengan istri pertama bernama Sainem mempunyai satu anak bernama 
Minatoen yang meninggal pada tahun 1985 dan kawin dengan istri kedua 
bernama Ngatemi dan punya satu orang anak bernama Van Selen yang 
meninggal tanggal 9 Desember 1999 selain itu menurut bukti surat dari 
Penggugat khususnya P-10 yang merupakan bukti kunci dalam perkara ini 
berupa keterangan dari Balai Harta Peninggalan, di mana telah berbunyi 
sebagai berikut: “ bahwa di arsip Balai Harta Peninggalan Malang di Jalan 
Panglima Sudirman No. 87 Tinggal seorang bernama Minatoen istri Tuan 
Soeratman, anak dari almarhum Tuan Van Der Plas serta saudara laki-
lakinya bernama Van Selen yang tinggal di Desa Harjokuncaran 
Sumbermanjingwetan Malang”. Dari surat keterangan Balai Harta 
Peninggalan Malang (BHP) serta dikutakan keterangan para saksi, maka 
jelas Van Der Plas telah mempunyai 2 orang anak dari perkawinannya 
dengan Sainem dan Ngatemi, masing-masing punya satu orang anak 
bernama Minatoen dan Van Selen. 
Soeratman dan Minatoen telah mempunyai anak angkat bernama 
Agus Soekaton akan tetapi telah terdapat pertentangan antara keterangan 
saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat di mana saksi Penggugat 
menyatakan Agus Soekaton hanya di pelihara (tidak diangkat anak) oleh 





menyatakan bahwa telah diangkat anak dan telah tinggal dengan Soeratman 
sejak kecil umur 7 (tujuh) bulan dan ada pula yang menyatakan sejak umur 
1 (satu) tahun, maka seharusnya Soeratman dan Minatoen sebagai orang 
keturunan Belanda tentunya pengangkatan anak terhadap Agus Soekaton 
tersebut harus dibuktikan dengan Surat Penetapan Pengangkatan Anak dari 
Pengadilan Negeri Malang, akan tetapi hal tersebut ternyata tidak ada. 
Dengan demikian oeh karena tidak terdapat bukti-bukti yang cukup untuk 
menyatakan Agus Soekaton sebagai anak angkat dari Soeratman dan 
Minatoen, maka sudah tentu Agus Soekaton yang masih keponakan dari 
almarhum Soeratman tersebut hanya tinggal bersama saja atau sekedar 
dipelihara oleh pasangan tersebut. 
Sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa saksi-saksi Para 
Penggugat menerangkan bahwa mereka tahu sendiri bahwa tanah sengketa 
tersebut adalah milik tuan Van Der Plas dan sepeninggalannya Van Der 
Plas telah jatuh serta dikuasai oleh Minaatoen yang kawin dngan 
Soeratman. Hal ini telah dikuatkan pula oleh bukti P-10 dari balai harta 
peninggalan malang. Dengan demikian sudah jelas terhadap tanah dan 
rumah obyek sengketa tersebut asal usulnya merupakan milik almarhum 
Van Der Plas.  





Penggugat Rekonpensi merasa berhak atas rumah di Jalan Panglima 
Sudirman No. 87 Malang yang telah dikuasai oleh Para Tergugat 
Rekonpensi  yang di peroleh sebagai harta peninggalan Agus Soekaton 
(alm), selain itu terhadap obyek sengketa rumah di Jalan Panglima 
Sudirman tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu apakah benar secara 
Hukum merupakan Hak Milik yang sah dari Agus Soekaton (alm); 
Bukti surat (P-10) dari Tergugat Rekonpensi yang berupa surat 
keterangan dari Balai Harta Peninggalan (BHP) Malang di mana 
disebutkan di Jalan Panglima Sudirman telah hidup seorang bernama 
Minatoen yang ber suamikan Soeratman, sudah jelas pemilik rumah 
tersebut adalah  Minatoen; 
Setelah menelita bukti surat T-6 Akte Wasiat tanggal 12 Maret 
1966 dari Tando Mansur sebagai pelaksana Wasiat dari Tuan Lucien 
Sophie Albert Marie Van Romer yang telah menghibah wasiatkan rumah di 
Jalan Panglima Sudirman No. 87 Malang kepada Minatoen dengan 
ketentuan bahwa tanah dan rumah tersebut tidak akan masuk ke dalam 
percampuran harta benda suami istri kalau Minatoen kelak akan kawin 
selain itu apabila diteliti hibah dari Minatoen kepada Agus Soekaton (T-9) 
ternyata hibah tersebut telah dibuat tanggal 8 Nopember 1986 sedang 
Minatoen sendiri telah meninggal pada tanggal 2 Februari 1985, maka 
sudah tentu terhadap pembuatan Surat Kuasa Mutlak maupun Akte Hibah 





Eko Handoko Widjaja tersebut tidak sah dan karenanya terhadap tanah 
sengketa yang di rubah menjadi atas nama Agus Soekaton (alm) tersebut 
tidak sah dan harus dinyatakan ditolak; 
f. Putusan Mahkamah Agung Perkara No 2332K/Pdt/2003 
Dalam perkara ini, Hakim Mahkamah Agung memutuskan 
membatalkan Pengadilan Tinggi Surabaya No.614/PDT/2002/PT.SBY 
yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang No. 
203/Pdt.G/2001/PN.Mlg. 
Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung Perkara No. 
2332K/Pdt/2003 
 
Terlepas dari kebertan-keberatan kasasi diatas menurut Mahkamah 
Agung Judex Factie telah salah menerapkan hukum pembuktian sebagai 
berikut : 
1. Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dikuatkan Pengadilan Tinggi hanya 
berdasarkan bukti P-10 berupa surat keterangan dari Balai Harta 
Peninggalan Malang tersebut tidak dapat membuktikan pernikahan Van 
Der Plas dan Ngatemi (nenek Penggugat) yang menurut Penggugat adalah 
ibu dari Van Selen dan para Penggugat adalah anak-anak dari Van Selen 
dengan Mudjiati, karena tidak ada bukti tentang pernikahan Van Der Plas 
dengan Ngatemi, maka harus dianggap tidak ada perkawinan pewaris (Van 
Der Plas) dengan Ngatemi (ibu dari Van Selen), sehinggga tidak ada 





Minatoen. Dengan demikian ahli waris Van Selen tidak ada hubungan 
terhadap Minatoen maupun para Tergugat karena Penggugat tidak 
mempunyai hubungan hukum yang didasarkan pada hubungan pertalian 
darah dengan pewaris (Van Der Plas); 
2. Berdasarkan bukti P-2 berupa salinan Penetapan Nomor : 4026/1985 
tanggal 7 Nopember 1985 dari Pengadilan Agama Malang yang pada 
pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 1947 telah dilakukan 
pernikahan antara Van Selen dan Mudjiati sedangkan bukti P-2 tersebut 
diterbitkan pada tahun 1985 dan usia Pemohon I (Van Selen) pada saat itu 
adalah 65 tahun dan Pemohon II (Mudjiati) 45 tahun, dengan demikian 
apabila para Pemohon (Van Selen dan Mudjiati) melangsungkan 
perkawinan pada tahun 1947, maka Pemohon I lahir tahun 1920, menikah 
pada usia 27 tahun, Pemohon II lahir tahun 1940, menikah pada usia 7 
tahun, sehingga harus dipandang sebagai perkawinan dibawah umur yang 
menurut Mahkamah Agung baik berdasarkan Undang-Undang maupun 
hukum adat di Indonesia perkawinan tersebut tidak  dimungkinkan, dengan 
demikian alat bukti P-2 berupa salinan Penetapan Nomor : 4026/1985 tidak 
dapat dipertimmbangkan sebagai alat bukti dan karenanya harus 
dikesampingkan;  
Berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas,  Mahkamah 
Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan 





Ny. AGUS SOEKATON dan kawan-kawan tersebut dengan membatalkan 
putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 15 Oktober 2002 No. 
614/Pdt/2002/PT.Sby. yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri 
Malang tanggal 21 Mei 2002 No. 203/Pdt.G/2001/PN.Mlg. sehingga 
Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar 
sebagaimana disebutkan dibawah ini ; 
Karena putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 15 Oktober 
2002 No. 614/Pdt/2002/PT.Sby. yang telah menguatkan putusan 
Pengadilan Negeri Malang tanggal 21 Mei 2002 No. 
203/Pdt.G/2001/PN.Mlg. dibatalkan, sedangkan dalam salah satu amarnya 
menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan berdasarkan Penetapan 
Pengadilan Negeri Malang No. 203/Pdt.G/2001/PN.Mlg. tanggal 26 
Nopember 2001 dengan Berita Acara Penyitaan tertanggal 28 Nopember 
2001 dan tanggal 29 Nopember 2001 dinatakan sah dan berharga, maka sita 
jaminan tersebut tidak dapat dipertahanka lagi, oleh karenanya harus 
dinyatakan tidak sah dan tidak berharga selanjutnya harus  diangkat; 
Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 
2004, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 yang bersangkutan; 
MENGADILI SENDIRI 
Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya dan menyatakan tidak 





berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Malang No. 
203/Pdt.G/2001/PN.Mlg. tanggal 26 Nopember 2001 dengan Berita Acara 
Penyitaan tertanggal 28 Nopember 2001 dan tanggal 29 Nopember 2001 
oleh Juru Sita Pengadilan A.J. Supijan; 
B. Analisis pemenuhan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum 
dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 203/Pdt.G/2001/PN.Mlg yang 
dikuatkan Pengadilan Tinggi No. 614/Pdt/2002/PT.Sby. 
 
1. Pemenuhan Aspek Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan Hukum 
dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 203/Pdt.G/2001/PN.Mlg 
a. Pertimbangan Hukum 
Beriku merupakan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri No. 
203/Pdt.G/2001/PN.Mlg, diantaranya : 
1) Jaman sebelum Kemerdekaan bahwa di Sumbermanjingwetan telah hidup 
seorang Belanda bernama Van Der Plas dan telah kawin dengan istri 
pertama bernama Sainem mempunyai satu anak bernama Minatoen yang 
meninggal pada tahun 1985 dan kawin dengan istri kedua bernama 
Ngatemi dan punya satu orang anak bernama Van Selen yang meninggal 
tanggal 9 Desember 1999 selain itu menurut bukti surat dari Penggugat 
khususnya P-10 yang merupakan bukti kunci dalam perkara ini berupa 
keterangan dari Balai Harta Peninggalan, di mana telah berbunyi sebagai 
berikut: “ bahwa di arsip Balai Harta Peninggalan Malang di Jalan 
Panglima Sudirman No. 87 Tinggal seorang bernama Minatoen istri Tuan 





lakinya bernama Van Selen yang tinggal di Desa Harjokuncaran 
Sumbermanjingwetan Malang”. Dari surat keterangan Balai Harta 
Peninggalan Malang (BHP) serta dikutakan keterangan para saksi, maka 
jelas Van Der Plas telah mempunyai 2 orang anak dari perkawinannya 
dengan Sainem dan Ngatemi, masing-masing punya satu orang anak 
bernama Minatoen dan Van Selen. Hal ini juga tidak dapat dibenarkan. 
a) Aspek Kepastian Hukum 
Menurut hemat penulis pertimbangan hukum pengadilan negeri 
diatas tersebut cacat hukum dan logika, sehingga tidak dapat memenuhi 
aspek kepastian hukum, yang mana aspek kepastian hukum ini 
menghendaki semuanya bersumber pada positivistis yang beranggapan 
bahwa hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri, tidak lain 
hanyalah kumpulan aturan yang terdapat dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan atau hukum yang tertulis saja. Pertimbangan hukum 
pengadlan negeri yang diuraikan penulis diatas tergolong dalam Ius 
operatum, yang mana Ius operatum menerangkan Jika suatu ketentuan 
dalam perundang-undangan tidak lagi dapat dijalankan, atau paling tidak 
telah ditinggalkan, maka dapat dipastikan bahwa hukum tersebut sudah 
daluwarsa (out to date) sehingga tidak dapat lagi memenuhi keinginan-
keinginan dimasyarakat. hal ini tercermin dalam pertimbangan hukum 





Nomor 1 tahun 1974 terkait sahnya perkawinan sebagai dasar 
permohonan penetapan ahli waris dan harta waris. 
Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dikuatkan Pengadilan 
Tinggi hanya berdasarkan bukti P-10 berupa surat keterangan dari Balai 
Harta Peninggalan Malang tersebut tidak dapat membuktikan pernikahan 
Van Der Plas dan Ngatemi (nenek Penggugat) yang menurut Penggugat 
adalah ibu dari Van Selen dan para Penggugat adalah anak-anak dari Van 
Selen dengan Mudjiati, karena tidak ada bukti tentang perkawinan Van 
Der Plas dengan Ngatemi, maka harus dianggap tidak ada perkawinan 
pewaris (Van Der Plas) dengan Ngatemi (ibu dari Van Selen), sehinggga 
tidak ada hubungan hukum bahwa Van Selen adalah saudara lain ibu 
dengan Minatoen. Dengan demikian ahli waris Van Selen tidak ada 
hubungan terhadap Minatoen maupun para Tergugat karena Penggugat 
tidak mempunyai hubungan hukum yang didasarkan pada hubungan 
pertalian darah dengan pewaris (Van Der Plas). 
b) Aspek Kemanfatan Hukum 
 Apabila di tinjau dari aspek kemanfaatan hukum, maka 
pertimbangan hukum pengadilan negeri diatas telah cacat hukum dan 
logika sehingga tidak dapat memenuhi aspek kemanfaatan hukum. Yang 
mana kemanfaatan hukum menghendaki tujuan hukum hendaknya 
memberikan manfaat yang seluas-luasnya dan sebesar-besarnya kepada 





teoretis. Hukum dipandang semata-mata untuk memberikan kebahagiaan 
bagi warga masyarakat, pelaksanaan hukum hendaknya tetap mengacu 
pada manfaat atau kegunaan bagi warga masyarakat. 
Tidak memenuhi aspek kemanfaatan hukum dikarenakan 
pertimbangan diatas tidak memberikan manfaat khususnya bagi Para 
Tergugat, seharusnya majelis hakim mempertimbangkan terlebih dulu 
bahwa Para Penggugat bukanlah ahli waris pengganti yang sah menurut 
hukum, dikarenakan tidak ada bukti yang kuat yang menyatakan telah 
terjadi perkawinan antara Van Der Plas dengan nenek Para Penggugat 
(Ngatemi). 
c) Aspek Keadilan Hukum 
Selain itu apabila ditinjau dari aspek keadilan hukum jelas bahwa 
pertimbangan hukum pengadilan negeri diatas tidak memenuhi aspek 
keadilan hukum. keadilan dapat dimaknai sebagai “menempatkan sesuatu 
pada tempatnya” , “meletakkan hak dan kewajiban secara berimbang” , 
dan “memberikan suatu penilaian serta perlakuan yang obyektif terhadap 
sesuatu” . dari pemahaman sederhana tersebut akan mulai tergambar 
mengapa keadilan begitu pentingdan hukum perlu menempatkanya 
sebagai tuuan tertinggi.1 
Tidak memenuhi aspek keadilan hukum dikarenakan 
pertimbangan pengadian negeri diatas tidak memperhatikan dan 
                                                          





mempertimbangkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 terkait sahnya 
perkawinan sebagai dasar permohonan penetapan ahli waris dan harta 
waris.  Pengadilan negeri hanya mempertimbangkan keterangan dari balai 
harta peninggalan (BHP) yang mana pada dasarnya balai harta 
peninggalan hanya menerangkan tentang harta peninggalan dan bukan 
tentang perkawinan antara Van Der Plas (Pewaris) dengan nenek Para 
Penggugat (Ngatemi).  
2) Selain itu, Sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa tanah sengketa 
tersebut adalah milik tuan Van Der Plas dan sepeninggalannya Van Der 
Plas telah jatuh serta dikuasai oleh Minaatoen yang kawin dngan 
Soeratman. Hal ini telah dikuatkan pula oleh bukti P-10 dari balai harta 
peninggalan malang. Dengan demikian sudah jelas terhadap tanah dan 
rumah obyek sengketa tersebut asal usulnya merupakan milik almarhum 
Van Der Plas. 
a) Aspek Kepastian Hukum 
Menurut penulis pertimbangan hukum pengadilan negeri diatas 
telah cacat hukum dan logika, sehingga mengakibatkan pertimbangan 
tersebut diatas tidak memenuhi aspek kepastian hukum hukum, yang 
mana aspek kepastian hukum sendiri menghendaki segala sesuatu 






Tidak memenuhi aspek kepastian hukum dikarenakan pengadilan 
negeri tidak mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar obyek 
sengketa tersebut asal usulnya merupakan milik Van Der Plas. Dan tidak 
dibenarkan pengadilan negeri hanya mengabil keterangan dari balai harta 
peninggalan malang (BHP) yang menyatakan “ di arsip balai harta 
peninggalan (BHP) malang di jalan panglima sudirman No. 87 tinggal 
seorang bernama Minatoen istri Tuan Soeratman, anak dari almarhum 
Van Der Plas serta saudara laki-lakinya bernama Van Selen yang tinggal 
di Desa Harjo Kencono Sumbermanjing Wetan Malang”. Keterangan 
tersebut tidak dapat membuktikan bahwa obyek sengketa asalnya 
merupakan milik Van Der Plas. 
b) Aspek Kemanfaatan  
Apabila ditinjau dari aspek kemanfaatan hukum jelas bahwa 
pertimbangan pengadilan negeri diatas juga telah cacat hukum dan logika, 
sehingga aspek kemanfaatan hukum tidak dapat dipenuhi. Yang mana 
kemanfaatan hukum menghendaki tujuan hukum hendaknya memberikan 
manfaat yang seluas-luasnya dan sebesar-besarnya kepada warga 
masyarakat. Hal tersebut merupakan substansi dari ajaran moral teoretis. 
Hukum dipandang semata-mata untuk memberikan kebahagiaan bagi 
warga masyarakat, pelaksanaan hukum hendaknya tetap mengacu pada 





Tidak memenuhi aspek kemanfaatan hukum dikarenakan 
pertimbangan tersebut tidak memberian manfaat yang seluas-luasnya bagi 
Para Tergugat. Dalam hal ini Para Ternukti bahwa obyek sengketa asal 
usulnya bukan milik Van Der Plas melainkan milik dari ayah angkat Para 
Tergugat (Soeratman) dari hasil jual beli antara Soeratman dengan Sri 
tahun 1938 dan sarmi ada tahun 1939. 
c) Aspek Keadilan 
Selain itu apabila ditinjau dari aspek keadilan hukum, prtimbngan 
hukum pengadilan diatas telah cacat secara hukum dan logika sehingga 
aspek keadilan hukum tidak tercermin dalam pertimbangan hukum 
pengadilan negeri diatas. Dikarenakan keadilan hukum menghendaki 
“menempatkan sesuatu pada tempatnya” , “meletakkan hak dan 
kewajiban secara berimbang”, dan “memberikan suatu penilaian serta 
perlakuan yang obyektif terhadap sesuatu” 
Tidak memenuhi aspek keadilan hukum dikarenakan 
pertimbangan pengadilan negeri tidak mempertimbangkan terlebih dahulu 
apakah benar obyek sengketa tersebut asal usulnya adalah milik Tuan 
Van Der Plas. Seharusnya pengadilan negeri bisa menempatkan sesuatu 
pada tempatnya sesuai dengan aspek keadilan hukum dengan cara 
mempertimbangkan terlebih dahulu fakta atau bukti-bukti di persidangan 







Berikut merupakan putusan/diktum Pengadilan Negeri Nomor: 
203/Pdt.G/2001/PN.Mlg : 
Dalam perkara ini, Hakim Pengadilan Negeri Malang memutuskan 
mengabulkan gugatan para Penggugat dan menolak eksepsi dari Para 
Tergugat, serta menyatakan perubahan terhadap Persil No. 35 D.II dan 
No IIa D.I dari atas nama Minatoen menjadi atas nama Soeratman yang 
sekarag dikuasai dan digarap oleh Para Tergugat adalah perbuatan 
melawan hukum (PMH). 
1) Aspek Kepastian Hukum 
Berdasarkan uraian diatas, menurut hemat penulis putusan/diktum 
pengadilan negeri cacat hukum dan logika, sehingga aspek kepastian 
hukum tidak tercermin dalam putusan/diktum diatas. Putusan/diktum  
kurang tepat dikarenakan tidak memperhatikan bahwa sanya gugatan Para 
Penggugat tidak memenuhi syarat formiil suatu gugatan dikarenakan 
gugatan Para Penggugat Obscuur libel dan Error in persona. 
Berikut merupakan ciri-ciri dai Obscuur libel, antara lain sebagai berikut: 
a). Obscuurlibel fundamentum petend 
Dasar hukum gugatan atau posita atau fundamentum petendi, 
yakni dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari 





digunakan dalam gugatan salah atau tidak ada. Karena dasar hukum 
yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, 
kebiasaan yang telah diakui, ini merupakan dasar pengambilan suatu 
putusan yang berguna untuk mempertahankan dalil gugatan dalam 
persidangan serta meyakinkann para pihak bahwa kejadian dan 
peristiwa hukum benar-benar terjadi.2 
b). Obscuurlibel objek sengketa 
Hal ini terjadi jika objek dalam persengketaan tidak jelas, 
misalnya dalam perkara harta bersama, tanah yang digugat tidak jelas 
batas-batas atau luasnya.3 
Jika objek gugatan tidak dijelaskan dengan jelas dan pasti, 
maka gugatan dapat dinyatakan obsscuur libel. Hal tersebut mengacu 
pada Yurisprudensi MA Nomor 556/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 
1974 yang menyatakan bahwa: “Jika objek gugatan tidak jelas, maka 
gugtan tidak dapat diterima”.4 
Sesuai dengan Yurisprudensi MA Nomor 81 K/Sip/1971 
tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan bahwa, “Karena tanah yang 
dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan 
yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak 
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dapat diterima”. Maka tidak jelasnya objek gugatan dapat terjadi 
seperti jika ukuran objek gugatan yang tercantum dalam gugatan 
tidak sama dengan yang sebenarnya dikuasai oleh tergugat maka 
gugatan tersebut dapat dikatan obsscuur libel.5 
Selain itu objek gugatan yang tidak menerangkan batas-batas 
objek yang disengketakan, tidak disebutkan dengan jelas di mana letak 
objek perkara, tidak menjelaskan ukuran objek perkara, ukuran 
objek perkara berbeda dengan hasil pemeriksaan langsung dan lainlain. 
Ketentuan tersebut berdasarkan yurisprudensi MA Nomor 1149 
K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan bahwa: “Karena 
dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak atau batas-batas 
tanah sengketanya, gugatan tidak dapat diterima”. Dan Yurisprudensi 
MA Nomor 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang 
menyatakan bahwa, “Gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas 
objek sengketa dinyatakan obscuur libel dan gugatan tidak dapat 
diterima”.6 
c).Penggabungan dua gugatan yang masing-masingberdiri sendiri. 
Yang menjadi masalah ialah jika terjadi penggabungan antara 
waris dan PMH hal tersebut dapat mengakibatkan gugatan 
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dinyatakan obsscuur libel, kecuali dalam penggabungan tersebut jelas 
dirinci pemisahan antara keduanya. 
Beberapa permasalahan diatas mengakibatkan gugatan 
obsscuur libel dengan demikian hendaknya tergugat mengajukan 
tangkisan atau eksepsi terhadap gugatan penggugat, disertai dengan 
alasan-alasan yang jelas sesuai dengan hukum acara yang berlaku, 
dimaksudkan untuk memperjelas hal-hal yang hendak dimintakan 
keadilan terhadap Majelis Hakim. 
d). Pertentangan antara posita dan petitum 
Petitum atau tuntutan harus jelas dan tegas. HIR dan RBg 
sendiri hanya mengatur menegenai cara mengajukan gugatan. 
Tuntutan atau petitum adalah segala hal yang dimintakan atau 
dimohonkaan oleh penggugat agar diputuskan oleh majelis hakim. 
Jadi, petitum itu akan terjawab di dalam amar atau diktum putusan. 
Oleh karenanya, petitum harus dirumuskan secara jelas dan tegas. 
Apabila petitum yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat 
tidak diterimanaya petitum tersebut. Demikian pula gugatan yang 





obsscuur libel (gugatan yang tidak jelas atau gugatan kbur), yang 
berakibat tidak diterimanya atau ditolaknya gugatan tersebut.7 
Menurut Yurisprudensi MA Nomor 492.K/Sip/1970 tanggal 21 
Nopember 1970 menyatakan bahwa, “Gugatan yang tidak sempurna, 
karena tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut, harus 
dinyatakan tidak dapat diterima”.8 Dan Yurisprudensi MA Nomor 
582.K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 menyatakan bahwa, 
“Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan 
tidak dapat diterima”.9 
Bahwa dalam Posita gugatan Penggugat menyatakan bahwa 
sanya Tergugat telah melakukan PMH (perbuatan melawan hukum) 
karena telah menempati, mengelola dan memiliki harta warisan dari 
nenek Penggugat (Van Der Plas) yang berupa tanah dan kebun 
kopi/kelapa dan sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan rumah 
yang terletak di Desa Sumbermanjing Wetan, Kecamatan 
Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Akan tetapi dalam petitum 
gugatan Pengugat meminta agar ditetapkan sebagai ahli waris 
pengganti dari neneknya (Van Der Plas) yang diberikan kepada saudari 
ayahnya (Minatoen). Selain itu dalam petitum gugatan Penggugat 
meminta agar para Tergugat mengembalikan harta warisan dari nenek 
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para Penggugat (Van Der Plas) kepada para Penggugat, yang berupa 
tanah dan kebun kopi/kelapa dan sebidang tanah diatasnya berdiri 
bangunan rumah yang terletak di Desa Sumbermanjing Wetan, 
Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. 
Putusan/diktum Pengadilan Negeri diatas telah cacat hukum 
dan logika, dikarenakan putusan/diktum tidak memperhatikan dan 
tidak mempertimbangkan terlebih dahulu bahwa sanya gugatan tidak 
memenuhi syarat formil sahnya gugatan yang diatur dalam ketentuan 
pasal 118 ayat (1) HIR, yakni : obscuur libel karena menggabungkan 
dua gugatan yang seharusnya berdiri sendiri-sendiri yakni PMH dan 
Waris, dalam Posita gugatan Para Penggugat menyatakan bahwa sanya 
Tergugat telah melakukan PMH (perbuatan melawan hukum) karena 
telah menempati, mengelola dan memiliki harta warisan dari nenek 
Penggugat (Van Der Plas) yang berupa tanah dan kebun kopi/kelapa 
dan sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di 
Desa Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, 
Kabupaten Malang. Akan tetapi dalam petitum gugatan Pengugat 
meminta agar ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari neneknya 
(Van Der Plas) yang diberikan kepada saudari ayahnya (Minatoen), hal 
dikualifikasi gugatan Obscuur liber.   
Selain itu, suatu gugatan dapat dikatakan error in persona, 





1. Diskualifikasi in person 
Penggugat bukanlah persona standi in judicio, jika karena belum 
dewasa, bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan dan atau 
dibawah karatele. Atau bisa juga karena tidak mendapat kuasa, bai 
lisan atau surat kuasa khusus dan atau surat kuasa tidak sah. 
2. Gemis Aanhodanig Heid 
Orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat. Misalnya 
sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung No. 
601K/Sip/1975 tangggal 20 april 1977 yang pada pokoknya 
menyatakan seorang pengurus yayasan digugat  secara pribadi. 
3. Plurium Litis Consortium 
Orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Sebagai contoh 
dapat dikemukakan salah satu Putusan Mahkamah Agung No. 
612K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 Jo. No. 612K/Sip/1975 yang 
menyatakan: “ternyata sebagian harta terperkara tidak lagi dikuasai 
Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, maka ihak ketiga 
tersebut harus ikut digugat”.  
Menurut hemat penulis, berdasarkan uraian diatas, gugatan 
Para Penggugat harus dinyatakan error in persona dikarenakan 
Penggugat menggugat Tergugat II dan Tergugat III yang masih belum 





Gugatan Penggugat dikatakan error in persona dikarenakan 
Diskualifikasi in person , dalam hal ini Penggugat telah melakukan 
Gugatan terhadap seseorang yang masih belum dewasa yakni Tergugat 
II, Tergugat III dan Tergugat IV. 
Selain itu, dalam  hal untuk dikabulkannya suatu gugatan 
pengadilan harus ada hubungan hukum yang cukup, hal ini didasarkan 
pada Putusan Mahkamah Agung RI No.4K/Sip/1958 yang menyatakan 
“syarat mutlak untuk pengajuan gugatan terhadap orang lain di 
Pengadilan adalah harus ada perselisihan hukum yang timbul dari 
adanya hubungan hukum”. 
Gugatan para Penggugat judulnya PMH (perbuatan melawan 
hukum) yang menyatakan Soeratman telah melakukan PMH karena 
telah melakukan rekayasa mengenai data obyek (merubah Persil dari 
atas nama Minatoen menjadi Soeratman) sehingga harta waris tidak 
dapat dinikmati dan dikelola oleh para Penggugat. Namun, yang di 
gugat PMH (perbuatan melawan hukum) bukan Soeratman, tapi 
Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V. 
Sehingga Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, 
dan Tergugat V ini melakukan PMH (perbuatan melawan hukum) 
yang bagaimana. Untuk masalah menguasai obyek gugatan yang 
berupa  tanah dan kebun kopi/kelapa dan sebidang tanah diatasnya 





Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, itu sah karena 
SHM a.n Agus Soekaton (suami dan ayah dari para Tergugat). Jika 
ingin mempermasalahkan perubahan persilnya, para Penggugat 
harusnya fokus untuk menggugat Soeratman, bukan Tergugat I, 
Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V. 
Dalam hal ini Penggugat tidak memilik hubungan hukum 
bahwa jika memang benar dan terbukti Soeratman telah melakukan 
PMH (perbuatan melawan hukum) dikarenakan telah mengganti persil 
obyek sengketa yang berupa  dari atas nama Minatoen menjadi 
Soeratman, seharusnya Soeratman lah  yang menjadi Tergugat atau 
yang di gugat oleh para Penggugat dan bukan istri dan anak anak 
daripada Agus Soekaton. 
Para Tergugat tidak melakukan PMH dengan menguasai, 
menempati dan mengelola obyek sengketa yang berupa  tanah dan 
kebun kopi/kelapa dan sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan 
rumah yang terletak di Desa Sumbermanjing Wetan, Kecamatan 
Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, dikarenakan obyek 
sengketa tersebut merupakan SHM a.n Agus Soekaton (sumai 
sekaligus ayah dari para Tergugat). 
Tidak dibenarkan bahwa putusan Pengadilan Negeri maupun 
Pengadilan Tinggi yang  menyatakan Para Penggugat sebagai ahli 





dengan melihat keterangan dari Balai Harta Peninggalan Malang 
(BHP). Dikarenakan balai harta peninggalan hanya menjelaskan 
tenang  harta peninggalan Van Der Plas bukan tentang adanya 
pernikahan nenek Para Penggugat (Ngatemi) dengan Van Der Plas. 
2) Aspek Kemanfaatan Hukum 
Selain itu  apabila ditinjau dari aspek kemanfaatan hukum, 
menurut penulis berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa 
putusan/diktum pengadilan negeri telah cacat hukum dan logika 
sehingga tidak mencerminkan aspek kemanfaatan hukum. sebab aspek 
kemanfaatan ini menghendaki memberikan manfaat yang seluas-
luasnya dan sebesar-besarnya kepada warga masyarakat.  
Putusan/diktum Pengadilan Negeri tidak memberikan 
kemanfaatan khususnya bagi Para Tergugat. Karena seharusnya 
Pengadian Negeri  mempertimbangkan terlebih dahulu fakta dan 
bukti-bukti Para Tergugat secara menyeluruh sebelum memberian 
putusan yang mengabulkan gugatan Para Penggugat. 
Menurut hemat penulis seharusnya Pengadilan Negeri 
mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan terlebih dahulu oleh 
Para Terguga tsebelum memberikan putusan mengabulkan gugatan 
Para Penggugat. Dalam hal ini Para Tergugat Mampu membuktikan 





angkat Agus Soekaton (Soeratman) dengan 2 orang yakni Sri (19 
Agustus 1938) dan Sarmi (30 Maret 1939), hal ini dibuktikan dengan 
adanya perjanjian jual beli yang telah diketahui dan melalui Kepala 
Adat yakni Pamong Desa setempat.   
Selain itu, Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan 
bahwa tidak adanya perkawinan antara nenek Para Penggugat 
(Ngatemi) dengan ahli waris menurut Para Penggugat (Van Der Plas). 
Bukti yang diajukan oleh Para Penggugat hanya berdasarkan pada 
keterangan dari balai harta peninggalan malang (BHP) yang mana 
balai harta peninggalan (BHP) hanya memberikan keterangan tentang 
harta peninggalan.  
Menurut hemat penulis, putusan/diktum pengadilan negeri 
diatas telah cacat hukum dan logika sehingga tidak mencerminkan 
aspek keadilan hukum. Karena pada hakekatnya aspek keadilan 
hukum dapat dimaknai sebagai “menempatkan sesuatu pada 
tempatnya” , “meletakkan hak dan kewajiban secara berimbang” , dan 
“memberikan suatu penilaian serta perlakuan yang obyektif terhadap 
sesuatu” . dari pemahaman sederhana tersebut akan mulai tergambar 
mengapa keadilan begitu pentingdan hukum perlu menempatkanya 
sebagai tuuan tertinggi.10 
                                                          





Putusan/diktum pengadilan negeri tidak dapat menempatkan 
sesuatu pada tempatnya sesuai apa yang dikehendaki oleh keadilan 
hukum diatas dikarenakan dalam hal ini Para Tergugat mampu 
membuktikan bahwa tidak melakukan PMH (pasal 1365 KUHPer) 
yang didalilkan Para Penggugat, Para Tergugat mampu membuktikan 
obyek sengketa bukan sebagai harta waris dari Van Der Plas, namun 
obyek sengketa didapatkan oleh Tergugat dari hasil jual beli. Hal ini 
dapat dibuktikan bahwa obyek sengketa pada awalnya telah atas nama 
Soeratman, tidak atas nama Minatoen, yang berasal dari jual beli 
anatara Soeratman dengan masing-masing orang yang bernama Srie 
pada 19 agustus 1938 dan Sarmi pada 30 maret 1939, hal itu 
dibuktikan denga buku Leter C. 
Selain itu Para Penggugat juga tidak dapat membuktikan 
adanya pernikahan antara nenek Para Penggugat (Ngatemi) dengan 
Van Der Plas, hal itu dikarenakan Para Penggugat hanya memberikan 
bukti dari Balai Harta Peniggalan ( BHP) Malang, yang mana Balai 
Harta Peninggalan (BHP) Malang tersebut tidak dapat membuktikan 
adanya perkawinan  antara Van Der Plas dengan Ngatemi (nenek para 
penggugat) yang menurut Para Penggugat ibu dari Van Selen dan Para 
Penggugat adalah anak-anak dari Van Selen dengan Mudjiati. 
Tidak ada bukti tentang perkawinan antara Van Der Plas 





(Van Der Plas) dengan Ngatemi (ibu Van Selen) atau nenek Para 
Penggugat. 
Dengan demikian Para Penggugat tidak ada hubungan terhadap 
Minatoen ataupun Para Tergugat karena Para Penggugat tidak 
mempunyai hubungan hukum yang didasarkan pada hubungan 
keturunan dengan Van Der Plas. 
C. Analisis pemenuhan Aspek Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan 
hukum dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2332K/Pdt/2003. 
 
1. Pertimbangan Hukum 
Beriku merupakan pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Kasasi No. 
2332K/Pdt/2003, diantaranya : 
a. Mahkamah Agung menyatakan Pertimbangan Pengadilan Negeri yang 
dikuatkan Pengadilan Tinggi hanya berdasarkan bukti P-10 berupa surat 
keterangan dari Balai Harta Peninggalan Malang tersebut tidak dapat 
membuktikan pernikahan Van Der Plas dan Ngatemi (nenek Penggugat) yang 
menurut Penggugat adalah ibu dari Van Selen dan para Penggugat adalah 
anak-anak dari Van Selen dengan Mudjiati, karena tidak ada bukti tentang 
pernikahan Van Der Plas dengan Ngatemi, maka harus dianggap tidak ada 
perkawinan pewaris (Van Der Plas) dengan Ngatemi (ibu dari Van Selen), 
sehinggga tidak ada hubungan hukum bahwa Van Selen adalah saudara lain 
ibu dengan Minatoen. Dengan demikian ahli waris Van Selen tidak ada 





mempunyai hubungan hukum yang didasarkan pada hubungan pertalian darah 
dengan pewaris (Van Der Plas). 
1). Aspek Kepastian Hukum 
Menurut hemat penulis pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam 
Kasasi diatas tersebut telah tepat, sehingga pertimbangan tersebut telah 
memenuhi aspek kepastian hukum, yang mana aspek kepastian hukum ini 
menghendaki semuanya bersumber pada positivistis yang beranggapan bahwa 
hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri, tidak lain hanyalah 
kumpulan aturan yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan atau hukum yang tertulis saja. 
Pertimbangan Mahkamah Agung dapat dikatakan telah tepat dan 
memenuhi Aspek Kepastian Hukum karena telah mempertimbangkan terlebih 
dahulu bukti-bukti yang ada dalam persidangan, bahwa dalam persidangan 
Para Penggugat hanya dapat memberikan bukti telah adanya perkawinan 
nenek Para Penggugat (Ngatemi) dengan pewaris (Van Der Plas) hanya 
dengan keterangan dari Balai Harta Peninggalan (BHP) Malang, dapat 
dikatakan suatu perkawinan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi “ tiap-tiap perkawinan 
harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.  
Berdasarkan uraian diatas tentunya bukti dari Para Tergugat tersebut 
diatas harus dinyatakan tidak dapat diterima . Karena pada hakekatnya Balai 





bukan tentang perkawinan. Selain itu dengan tidak dapat dibuktikannya 
tentang adanya perkawinan nenek Para Penggugat (ngatemi) dengan pewaris 
(Van Der Plas) atau yang biasa disebut dengan erkawinan pewaris maka sudah 
pasti Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat Para Tergugat 
dikarenakan tidak mempunyai hubungan hukum.  
2). Aspek Kemanfaatan Hukum 
Apabila di tinjau dari aspek kemanfaatan hukum, maka pertimbangan 
hukum Mahkamah Agung diatas telah tepat sehingga dapat memenuhi aspek 
kemanfaatan hukum. Yang mana kemanfaatan hukum menghendaki tujuan 
hukum hendaknya memberikan manfaat yang seluas-luasnya dan sebesar-
besarnya kepada warga masyarakat. Hal tersebut merupakan substansi dari 
ajaran moral teoretis. Hukum dipandang semata-mata untuk memberikan 
kebahagiaan bagi warga masyarakat, pelaksanaan hukum hendaknya tetap 
mengacu pada manfaat atau kegunaan bagi warga masyarakat. 
Memenuhi aspek kemanfaatan hukum dikarenakan pertimbangan 
Mahkamah Agung diatas terlebih dahulu telah menguraikan tentang adanya 
perkawinan antara nenek Para Penggugat (Ngatemi) dengan pewaris (Van Der 
Plas) yang mana Para Penggugat tidak mampu membuktikan adanya 
perkawinan antara nenek Para Penggugat (Ngatemi) dengan pewaris (Van Der 
Plas) yang mengakibatkan tidak adanya perkawinan pewaris antara nenek 
Para Penggugat (Ngatemi) dengan pewaris (Van Der Plas). Tentunya hal ini 





dikehendaki aspek kemanfaatan hukum yang mana kemanfaatan hukum 
menghendaki memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi warga 
masyarakat, dalam hal ini Para Tergugat merupakan pewaris yang sah dari 
orang tua angkatnya (Soeratman dan Minatoen). Sehingga pertimbangan 
tersebut diatas telah memberikan manfaat sesuai dengan apa yang dikehendaki 
aspek kemanfaatan hukum. 
3). Aspek Keadilan Hukum  
 Selain itu menurut hemat penulis, apabila ditinjau dari aspek keadilan 
hukum,  pertimbangan hukum Mahkamah Agung diatas telah sesuai dan tepat 
sehingga dapat dikatakan telah memenuhi aspek keadilan hukum. keadilan 
dapat dimaknai sebagai “menempatkan sesuatu pada tempatnya” , 
“meletakkan hak dan kewajiban secara berimbang” , dan “memberikan suatu 
penilaian serta perlakuan yang obyektif terhadap sesuatu” . dari pemahaman 
sederhana tersebut akan mulai tergambar mengapa keadilan begitu pentingdan 
hukum perlu menempatkanya sebagai tuuan tertinggi.11 
Memenuhi aspek keadilan hukum dikarenakan dalam pertimbangan 
hukum Mahkamah Agung telah terlebih dahulu menguraikan tentang adanya 
perkawinan pewaris antara nenek Para Penggugat (Ngatemi) dengan pewaris 
(Van Der Plas) yang mana Para Penggugat tidak dapat membuktikan tentang 
adanya perkawinan antara nenek Para Penggugat (Ngatemi) dengan pewaris 
(Van Der Plas). Tentunya pertimbangan Mahkamah Agung diatas telah sesuai 
                                                          





dengan apa yang dikehendaki aspek keadilan hukum yang mana telah 
menempatkan sesuatu pada tempatnya. 
b. Tanggal 7 Nopember 1985 dari Pengadilan Agama Malang yang pada 
pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 1947 telah dilakukan perkawinan 
antara Van Selen dan Mudjiati sedangkan bukti P-2 tersebut diterbitkan pada 
tahun 1985 dan usia Pemohon I (Van Selen) pada saat itu adalah 65 tahun dan 
Pemohon II (Mudjiati) 45 tahun, dengan demikian apabila para Pemohon 
(Van Selen dan Mudjiati) melangsungkan perkawinan pada tahun 1947, maka 
Pemohon I lahir tahun 1920, menikah pada usia 27 tahun, Pemohon II lahir 
tahun 1940, menikah pada usia 7 tahun, sehingga harus dipandang sebagai 
perkawinan dibawah umur yang menurut Mahkamah Agung baik berdasarkan 
Undang-Undang maupun hukum adat di Indonesia perkawinan tersebut tidak  
dimungkinkan, dengan demikian alat bukti P-2 berupa salinan Penetapan 
Nomor : 4026/1985 tidak dapat dipertimmbangkan sebagai alat bukti dan 
karenanya harus dikesampingkan;  
1).Aspek Kepastian Hukum 
Menurut hemat penulis pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam 
Kasasi diatas tersebut telah tepat, sehingga pertimbangan tersebut telah 
memenuhi aspek kepastian hukum, yang mana aspek kepastian hukum ini 
menghendaki semuanya bersumber pada positivistis yang beranggapan bahwa 





kumpulan aturan yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan atau hukum yang tertulis saja. 
Pertimbangan Mahkamah Agung dapat dikatakan telah tepat dan 
memenuhi Aspek Kepastian Hukum karena telah mempertimbangkan dan 
menguraikan terlebih dahulu bukti-bukti yang ada dalam persidangan, bahwa 
dalam persidangan mahkamah agung telah menguraikan tentang perkawinan 
orang tua Para Penggugat (Van Selen) dengan (Ngatemi), yang mana 
perkawinan tersebut merupakan perkawinan di bawah umur, pada saat 
melangsungkan perkawinan pada tahun 1974 pada saat itu usia dari Van Selen 
27 tahun dan Mudjiati 7 tahun. Yang mana hal tersebut bertentangan dengan 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) 
Tentang syarat Perkawinan yang berbunyi “ perkawinan hanay diizinkan bila 
pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah 
mencapai usia 16 (enam belas) tahun”. Berdasarkan uraian tersebut 
pertimbangan mahkamah agung telah memenuhi aspek kepastian hukum 
dikarenakan pertimbangan mahkamah agung memberikan pertimbangan 
hukum berdasarkan aturan perundang-undangan atau peraturan tertulis seperti 
yang dikehendaki kepastian hukum. 
2).Aspek Kemanfaatan Hukum  
 Apabila di tinjau dari aspek kemanfaatan hukum, maka pertimbangan 
hukum Mahkamah Agung diatas telah tepat, sehingga dapat memenuhi aspek 





hukum hendaknya memberikan manfaat yang seluas-luasnya dan sebesar-
besarnya kepada warga masyarakat. Hal tersebut merupakan substansi dari 
ajaran moral teoretis. Hukum dipandang semata-mata untuk memberikan 
kebahagiaan bagi warga masyarakat, pelaksanaan hukum hendaknya tetap 
mengacu pada manfaat atau kegunaan bagi warga masyarakat. 
Memenuhi aspek kemanfaatan hukum dikarenakan pertimbangan 
Mahkamah Agung diatas terlebih dahulu telah menguraikan tentang 
perkawinan orang tua Para Penggugat (Van Selen) dengan (Mudjiati). Yang 
mana perkawina orang tua Para Penggugat tersebut merupakan perkawinan 
dibawah umur dan tidak dimungkinkan. Berdasarkan uraian tersebut menurut 
hemat penulis pertimbangan hukum mahkamah agung tersebut telah sesuai 
dengan apa yang dikehendaki aspek kemanfaatan hukum yakni memberikan 
manfaat yang seluas-luasnya, dalam hal ini pertimbangan hukum  diatas 
memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya bagi 
Para Tergugat. 
3).Aspek Keadilan Hukum 
Selain itu menurut hemat penulis, apabila ditinjau dari aspek keadilan 
hukum,  pertimbangan hukum Mahkamah Agung diatas telah sesuai dan tepat 
sehingga dapat dikatakan telah memenuhi aspek keadilan hukum. keadilan 
dapat dimaknai sebagai “menempatkan sesuatu pada tempatnya” , 
“meletakkan hak dan kewajiban secara berimbang” , dan “memberikan suatu 





sederhana tersebut akan mulai tergambar mengapa keadilan begitu pentingdan 
hukum perlu menempatkanya sebagai tuuan tertinggi.12 
Memenuhi aspek keadilan hukum dikarenakan dalam pertimbangan 
hukum Mahkamah Agung telah menguraikan tentang perkawinan orang tua 
Para Pengugat (Van Selen) dengan (Mudjiati). Yang mana perkawina orang 
tua Para Penggugat tersebut merupakan perkawinan dibawah umur dan tidak 
dimungkinkan. Dan pekawinan tersebut bertentangan dngan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) Tentang syarat 
Perkawinan yang berbunyi “ perkawinan hanay diizinkan bila pihak pria 
mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 
usia 16 (enam belas) tahun”. Tentunya berdasarkan uraian diatas 
pertimbangan Mahkamah Agung telah mencerminkan aspek keadilan hukum 
berdasarkan apa yang dikehendaki keadilan hukum. 
2. Diktum 
Dalam perkara ini, Hakim Mahkamah Agung memutuskan membatalkan 
Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.614/PDT/2002/PT.SBY yang 
menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang No. 203/Pdt.G/2001/PN.Mlg.  
a. Aspek Kepastian Hukum 
Diktum/Putusan Mahkamah Agung No. 2332K/Pdt/2003 telah 
memenuhi aspek Kepastian Hukum sebab telah memperhatikan dan 
                                                          





mempertimbangkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 terkait sahnya 
perkawinan sebagai dasar permohonan penetapan ahli waris dan harta waris.  
Diktum/Putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan Pengadilan Tinggi 
hanya berdasarkan bukti P-10 berupa surat keterangan dari Balai Harta 
Peninggalan Malang tersebut tidak dapat membuktikan pernikahan Van Der 
Plas dan Ngatemi (nenek Penggugat) yang menurut Penggugat adalah ibu dari 
Van Selen dan para Penggugat adalah anak-anak dari Van Selen dengan 
Mudjiati, karena tidak ada bukti tentang perkawinan Van Der Plas dengan 
Ngatemi, maka harus dianggap tidak ada perkawinan pewaris (Van Der Plas) 
dengan Ngatemi (ibu dari Van Selen), sehinggga tidak ada hubungan hukum 
bahwa Van Selen adalah saudara lain ibu dengan Minatoen. Dengan demikian 
ahli waris Van Selen tidak ada hubungan terhadap Minatoen maupun para 
Tergugat karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum yang 
didasarkan pada hubungan pertalian darah dengan pewaris (Van Der Plas). 
Selain itu perkawinan orangtua dari Para Penggugat merupakan 
Perkawinan yang dikategorikan sebagai perkawinan dibawah umur, karena 
berdasarkan pada bukti P-2 berupa salinan Penetapan Nomor : 4026/1985 
tanggal 7 Nopember 1985 dari Pengadilan Agama Malang yang pada 
pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 1947 telah dilakukan pernikahan 
antara Van Selen dan Mudjiati (orangtua Para Penggugat) sedangkan bukti P-
2 tersebut diterbitkan pada tahun 1985 dan usia Pemohon I (Van Selen) pada 





demikian apabila para Pemohon (Van Selen dan Mudjiati) melangsungkan 
perkawinan pada tahun 1947, maka Pemohon I lahir tahun 1920, menikah 
pada usia 27 tahun, Pemohon II lahir tahun 1940, menikah pada usia 7 tahun, 
sehingga harus dipandang sebagai perkawinan dibawah umur yang menurut 
Mahkamah Agung baik berdasarkan Undang-Undang maupun hukum adat di 
Indonesia perkawinan tersebut tidak  dimungkinkan, dengan demikian alat 
bukti P-2 berupa salinan Penetapan Nomor : 4026/1985 tidak dapat 
dipertimmbangkan sebagai alat bukti dan karenanya harus dikesampingkan. 
Berdasarkan uraian diatas, menurut hemat penulis bahwa sanya 
Putusan Mahkamah Agung No. 2332K/Pdt/2003, tersebut sudah sesuai dan 
sudah memenuhi aspek kepastian hukum dikarenakan Mahkamah Agung 
terlebih dahulu mempertimbangkan dan menjabarkan tentang inti pokok 
dalam perkara ini yakni dengan menjabarkan terlebih dahulu tenang hubungan 
hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat. Dengan menjabarkan 
terlebih dahulu tentang hubungan hukum Para Penggugat dengan Para 
Tergugat maka bisa ditarik kesimpulan bahwa apakah Para Pengugat bisa 
menggugat Para Tergugat.  
b. Aspek Kemanfaatan Hukum 
Putusan Mahkamah Agung No. 2332K/Pdt/2003 telah memenuhi aspek 
kemanfaatan hukum, karena telah memberikan kemanfaatan yang seluas-
luasnya bagi pihak Tergugat. Hal ini dikarenakan Mahkamah Agung telah 





maupun Para Tergugat secara menyeluruh sebelum memutuskan membatalkan 
putusan Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri. 
Dalam hal ini Para Tergugat Mampu membuktikan bahwa obyek 
sengketa merupakan hasil jual beli antara orang tua angkat Agus Soekaton 
(Soeratman) dengan 2 orang yakni Sri (19 Agustus 1938) dan Sarmi (30 Maret 
1939), hal ini dibuktikan dengan adanya perjanjian jual beli yang telah 
diketahui dan melalui Kepala Adat yakni Pamong Desa setempat. Selain itu 
Para Penggugat juga tidak dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan 
bahwa telah terjadi perkawinan antara nenek Para Penggugat (Ngatemi) 
dengan Van Der Plas. Para Penggugat menyatakan bahwa telah terjadi 
perkawinan antara nenek Para Penggugat (Ngatemi) dengan Van Der Plas 
hanya berdasarkan keterangan balai harta peninggalan (BHP), tentunya hal ini 
tidak dapat dibenarkan dikarenakan balai harte peninggalan (BHP) hanya 
menerangkan tentang harta peninggalan dan bukan tentang perkawinan.  
c. Aspek Keadilan Hukum 
Putusan Mahkamah Agung No. 2332K/Pdt/2003 telah mmenuhi aspek 
keadilan sebab telah mempertimbangkan terlebih dahulu faka dan bukti-bukti 
dipersidangan yang membuktikan bahwa Para Tergugat sama sekali tidak 
melakukan PMH (pasal 1365 KUHPer) seperti yang didalilkan oleh Para 
Penggugat, Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah 
melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) karena telah menguasai, 





dan sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Desa 
Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten 
Malang.  
Selain itu Para Penggugat juga tidak dapat membuktikan adanya 
perkawinan antara nenek Para Penggugat (Ngatemi) dengan Van Der Plas. 
Para Penggugat mendalilkan bahwa adanya perkawinan nenek Para Penggugat 
(Ngatemi) dengan Van Der Plas hal tersebut hanya berdasarkan keterangan 
dari balai peninggalan harta malang (BHP), tentunya hal ini tidak dapat 
dibenarkan dikarenakan balai peninggalan harta malang (BHP) hanya 
menjelaskan tentang harta peninggalan dan bukan tentang perkawinan seperti 
apa yang didalilkan oleh Para Penggugat. 
Berdasarkan uraian diatas, menurut hemat penulis putusan yang 
memenuhi aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum ialah putusan 
mahkamah agung. Dikarenakan putusan/diktum mahkamah agung telah 
mempertimbangkan dan memberikan putusan/ditum yang mencerminkan 
ketiga aaspek tersebut yakni kepastian, kemanfaatan dan kedilan hukum. 
Mencerminkan aspek kepastian hukum dikarenakan Mahkamah Agung 
sebelum memberikan putusan/diktum telah terlebih dahulu 
mempertimbangkan bukti-bukti dalam persidangan, dalam persidangan Pihak 
Penggugat tidak mampu membuktikan tentang adanya perkawinan antara 
neneknya (Ngatemi) dengan Van Der Plas, selain itu tidak dibenarkan juga 





perkawinan usia dari ibu Para Pengugat (Mudjiati) adalah 7 (tujuh) tahun yang 
dalam hal ini dikategorikan sebagai perkawinan dibawah umur dan obyek 
yang disengketakan merupakan hasil jual beli antara Soeratman dengan Sri 
pada tahun 1938 dan Sarmi pada tahun 1939 hal ini dibuktikan dengan Leter 
C. Hal tersebut telah sesuai dengan apa yang dikehendaki aspek kepastian 
hukum. Seperti yang kita ketahui bahwa aspek kepastian hukum menghendaki 
semuanya bersumber pada kumpulan aturan yang terdapat dalam ketentuan 
peraturan perundang-undangan atau hukum yang tertulis saja. 
Putusan/diktum Mahkamah Agung telah memberikan manfaat yang 
seluas-luasnya dan sebesar-besarnya kepada warga masyarakat, hal ini 
dikarenakan Putusan/diktum Mahkamah Agung telah sesuai dengan 
ketentuan. Mahkamah Agung memberikan putusan/diktum yang 
memenangkan Para Tergugat yang mana menurut hemat penulis berdasarkan 
bukti yang ada dalam persidangan bahwa benar pihak Tergugatlah yang 
berhak atas harta peninggalan  orang tua angkat Agus Soekaton (almarhum), 
yang mana harta peninggalan tersebut telah dihibahkan oleh orang tua angkat 
Agus Soekaton (Soeratman) kepada Agus Soekaton. 
Selain itu, Mahmakah Agung dalam putusan/diktumnya telah berlaku 
adil sesuai dengan apa yang dikehendaki aspek keadilan hukum yakni dengan 
menempatkan sesuatu pada tempatnya. Mahkamah Agung memutuskan untuk 
membatalakn putusan Pengadilan Negeri yang memennagkan Para Penggugat 





Tergugat. Hal ini sudah tepat, hal ini berdasarkan bukti dalam persidangan yang 
mana dalam persidangan telah terbukti bahwa pihak Para Tergugatlah yang berhak atas 
obyek yang disengketakan yang mana Para Tergugat merupakan ahli waris yang sah 
menurut hukum. Dalam hal ini Mahkamah Agung telah tepat dengan memberikan 
Putusan/diktum yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 
614/Pdt/2002/PT.Sby yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 
203/Pdt.G/2001/PN.Mlg. Menurut hemat penulis berdasarkan bukti dipersidangan Pihak 
Tergugatlah yang berhak atas obyek yang disengketakan. Hal ini berdasarkan bukti di 
persidangan yang membuktikan bahwa Pihak Penggugat tidak mempunyai hubungan 
hukum dengan Pihak Tergugat. Pihak Penggugat tidak dapat membuktian adanya 
perkawinan antara nenek Penggugat (Ngatemi) dengan Pewaris (Van Der Plas) dan yang 
terahir obyek yang di sengketakan bukan merupakan warisan dari Van Der Plas 
melainkan dari hasil jual beli antara orang tua angkat Agus Soekaton (Soeratman) dengan 
Sri ada tahun 1938 dan Sarmi pada tahun 1939. 
 
